
LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI E 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANVUMAS 

NOMOR 13 TAHUN 2006 

TENTANG 

BADAN PERMUSYAWARATAN OESA 

LEMBARAN DAER.AH 
KABUPATEN BANVUMAS 

1AHUN 2006 NOMOR 6 SERI E 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANVUMAS 
NOMOR 13 TAHUN 2006 

TENTANG 

BAOAN PERMUSYAWARATAN OESA 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

Menimbang 

Mengin~at 

a. bahwa sebagal tindak lanjut ketentuan Pasat 
201 ayat {1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tenta ng Pemerintahan Daer ah 
sebagalmana dlubah dengan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2005 lentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang-undang dan Pasal 42 
Peraturan Pemerfntah Nomor 72 Tahun 2005 
tentang Oesa. maka perlu diatur mengenal 
Badan Permusyawaratan Desa; 

b bahwa sehubungan dengan hat sebagalmana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Badan Permusyawaratan 
Oesa; 

1. Undang-ondang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-deerah Kabupaten 
Dalam Ungkungan Propinsi Jawa Tengah; 
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2.. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

3, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peratoran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4389); 

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana lelah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Alas Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
rnenjadi Undang-undang (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambatian Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548); 

5 Undang-und:?-ng Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerlntah 
Pusat dengan Pemerlntahan Daerah (Lembaran 
Negara RepubUk Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4438), 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 
tentang Desa (Lem~ran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
4587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerlntahan Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593). 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATENBANYUMAS 
dan 

BUPATI BANYUMAS 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BAOAN 
PERMUSYAWARATAN OESA 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pa.Sal 1 

Oalam Peraruran Oaerah inf yang dimaksud dengan : 
1. Daerahadelah Kabupaten Banyumas 
2. Pemeri?tah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebaga1 unsur penyelenggara pemerintahandaerah. 
3. Bupali adalah Bupatl Banyumas. 
4. Kecamatan adalah wilay-ah kerja Camat sebagai Perangkat 

Daerah Kabupaten. 
5. Desa adalah kesatuen masyarakathukum yang memillki bat.2$. 

betas ,vilayah yang berwenang untuk mengalur dan mengurus 
kepentlngan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan 
adat istladat setempal yang diakui dan dihormatl dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republlk Indonesia. 

6. Pemerintahan Dose adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerrntah Desa dan Sadan 
Pennusyawaratan Oesa dalam mengabJr den mehgurus 
kepentingan masyarakal setempal berdasariran asal-osul dan 
adat isliadat selefll)al 
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7. Pemerintah Oesa a.dalah Kepala Desa dan Perangkat Dcsa 
sebagal unsur penyetenggara pemerlntahan desa. 

8. Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD 
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demoknasi 
dalam penyelenggaraan Pemedntahan Desa sebagai unsur 
penyelenggara pernerintahan des a. 

9. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang dibual oleh 
Kepala Desa bersama BPD. 

10. Lembage Kemasyareketan atau disebut dengan name lain 
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan 
kebutuhan dan merupal<an mitra pemertntah desa dalam 
memberdayakan masyarakat. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya dlsebut 
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
desa yang dibahas dan disetujul bersama o!eh Pemerimah 
Desadan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN MASA KEANGGOTAAN BF'D 

Pasal2 

BPD berkedudukan sebagal unsur penyelenggara pemerlntahan 
desa. 

Pasal 3 

(1) Anggota BPD adalah wak1I dari penduduk desa bersangkutan 
berdasar1<an keterwakilan wllayah yang ditetapkan dengan 
oaro musyarawah dan mufakat; 

(2) Anggota BPD sebagaimana dlmak.sud pada ayat (1) terdirt 
unsur Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesl, 
PemukaAgama dan tokoh etaupemuka masyerakatlalnnya. 
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Pasa14 

(1) Jumiah anggota BPD dltetapkan dengan jumlah ganjil paling 
scdiklt 5 (lima) orang dan pa6ng banyak 11 (sebelas) orang, 
dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan 
kemampuan keuangan desa. 

(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dketapkansebagai ben~ut 
a. Jumlah penduduksampal dengan 1000 Jiwa, 5 anggota; 
b. Jumlah penduduk 1001 sampai dengan 4000 jlwa, 

7anggota; 
c. Jumlah penduduk 4001 sampal dengan 7000 pwa, 

9 anggota; 
d. Jumtah penduduk7001Jiwakeatas. 11 anggota. 

BAB Ill 
PERSYARATAN ANGGOTA BPD 

Pasal 5 

Anggota BPD adalah panduduk Desa yang memenuhi syarat-syarat 
sebagal beril<Ut : 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa: 
b. setia kepada Pancasiia sebagal Dasar Negara, Undang­

undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik 
Indonesia serta Pemerintah; 

c. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima)tahun: 
d. pendudukde.sa selempat; 
e. bersedia dicalonkan me.njadi anggota BPD. 

BAB IV 
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BPD 

Pasal 6 

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah pembentukan 
BPD yang dihadlri oleh Kelua Rukun Tetangga (RT), Rukun 
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Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama, pimpinan 
lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakal dart masing­
masing dusun. 

(2) Pimpinan dan Sekretaris Rapat Pembentukan BPD dipifih o!eh 
dan darl peserta rapatsecara demok:ratls. 

(3) Plmpinen dan Sekretaris Rapat Pembentukan BPD 
sebagairnana dimaksud Ayat (2) dapat dlajukan men)adl calon 
an99ot:1 BPD. 

(4) Pimp[nan rapal sebagaimana dimaksud ayal (2) mempunyai 
tugas: 
a rnemimpin penyusunan tata tertib pembentukan BPD; 
b. memimpin pembentukan BPD berdasarkan I.ala tertib 

sabagalmana dlmaksud huruf a: 
c. rnelaporkan hasil pembentukan BPD kepada Kepala Desa 

dlsertal dengan BerltaAcara Hasll Pembantukan BPD. 
(5) Rapat musyawarah pembentukan BPD didahulul dengan 

pembacaan Tata Tertib oleh pimpinan rapat 
(6) Calon anggota BPO diajukan oleh Peserta Musyawarah dengan 

memperhatik.an ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
3 ayat (2) dan Pasal 5. 

(7) Calon Anggota BPD sebagaimana dim2ksud pada ayat (6) 
dlpillh secara musyawarah dan mufakat dengan memperhatlkan 
keterwakilan wilayah dan unsur Ketua Rukun Warga, Pemangku 
adat. golongan profesl, PemukaAgama dan tokoh atau pemuka 
masyarakat lainnya secara proposionat 

(8) Apabila tidak terJadl ltemufakatan dalam musyawarah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka pembentukan 
anggo!a BPD diaksanakan dengan cara pemungutan suara 
oleh Peserta rapatmusyawarah. 

(9) Hasfl rapat rnusyawarah pembentukan BPD dituangkan dalam 
Berlta Acara Musyawarah Pembentukan BPD yang 
ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapa! 
Musyawarah dan unsur-unsurkeanggotaan BPD. 
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10. Kepala Des a melaporkan has II rapat musyawarah pembentukan 
BPD kepada Bupati melalu, Camat dengan dilampiri BeritaAcare 
sebagaimana dlmaksud pada Ayat (9) paling lama 15 (lima 
belas} harlsetelah rapat musyawarah. 

BABV 
PERESMIAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD 

Paul 7 

(1) Peresmian anggota BPDsebagalmana dimal<Sud dalam PaS316 
ayat (9) ditetapkan oleh Bupati. · 

(2) Pali~ lama 30 (liga pufuh) harisetelah peresrniananggota SPD, 
Bupall segera melilntik anggota BPD dlhadapan masyarakat. 

(3) Bupall dapat mendelegasikan pelantikan anggota BPD kepada 
pejabatyang dilunjuk. 

Pasal8 

(1) Sebelum mE:rrrangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan 
SumpahqanJI yang susunan kala-katanya sebagai berikut: 
' Saya bersumpeh/berjanji bahwa saya akan memenuhi 
kewaji>an-kewajiban saya selaku anggota BPD dengan se!laik­
balknya, sejujur-Jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa says akan 
selalu teat dalam mengamalkan dan memperlahankan 
Pancasila sebagai Dasar Negara : dan bahwa saya akan 
menegakkan kehidupan demol<~si dan Undang-undang Dasar 
1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan 
Perundang,-undangan yang bertaku bagi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, Daerah dan Desa' . 

(2) Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpahqanjl 
sebaga'mana dimaksud pada aya1 (1), yang bersangkutan 
mengucapkan sumpahqanjl dipandu oleh Ketua atau Wakil 
Ketua BPD dalam Repet BPD yang bersifat khusus dlhadapan 
tokoh ma:;yarakat. 
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Pasal 9 

Masa jabatan keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun terhltung 
sejak pelantikan dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 
1 (satu} kalimasajabatan berilutnya. 

BABVI 
FUNGSI, WEWENANG DAN HAK BPD 

Pasal 10 

BPD berfungsi menetepkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 
menampung dan menyalurkan asplrasi masyarakat. 

Pasal11 

BPD mempunyalwewenang : 
a. membahas rancangan peraturan desa bersama-aama Kepala 

Desa, 
b. melaksanakan pengawasan torhadap polaksanaan peraturan 

desa dan peraturan Kepala Dess; 
c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; 
d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Dess; 
e. menggali , menampung, menghimpun, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat dan 
f. menyusun tata tertib BPD. 

Pasal 12 

BPD mempunyai hak 
a meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; 
b. menyatakan pendapat. 
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BAB VII 
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BPD 

Pasal 13 

Anggota BPO mempunyai hak : 
a. mengajukan rancangan peraturan desa; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan pendapat; 
d. rnernllih dandipilih; dan 
e. memperoleh lunjangan. 

Pasal 14 

Anggota BPO mempunyai llewajiban · 
a. rnengamalkan Pancasffa, melaksanakan Undang-undang Dasar 

1945dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan; 
b. rnelaksanakan kehidupan dernokrasl datam penyelenggaraan 

pemerlntahan desa; 
c. mempertahankan dan memellhara huk.um nasional serta 

keutuhan Negara Kesatuan Republlk Indonesia; 
d . menyerap. menampung, menghlmpun dan menindaklanJub 

asplrasl masyarakat; 
e. memproses Pemillhan Kepala Oesa: 

f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pri:Jadi, 
kelompok dan golonga n; 

g. menghormafi nilai-nilai sosiaJ budaya dan adal lstiadal 
masyarakat selempat : dan 

h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan 
lembaga kemasyarakalan. 
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BAB VIII 
LARANGAN ANGGOTA BP□ 

Paaal 15 

(1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap 
jabatansebagal KepalaDesadan PerangkatDesa. 

(2) Pimplnan dan anggola BPD dilarang : 
a. sebagal pelaksana proyek desa; 
b. maruglkan l(epentingan umum, meresahkan sekelompok 

masyarakal, dan mendisknminasikan warga atau golongan 
masyarakal lain; 

c. melakukan korupsl, kolusi dan nepotisme dan menerlma 
uang, barang danlatau Jasa dari pihak lain yang dapat 
mempengaruhi keputusan atau tindak.an yang dilakukannya; 

d m1;nyalahgunakan wewenang; 
e. melanggarsumpahfJ,mjijabatan. 

BABIX 
ALAT KELENGKAPAN BPO 

Pasal16 

(1) Alat kelengkapan BPD terdlrt dari: 
a. pilTlJinan BPD; 
b. bidang-bidang; 
c. panitia -panitia. 

(2) Pimplnan BPD tercfiri dari 1 (satu} orang Ketua, 1 (satu) orang 
WakllKetue dan 1 (satu)orang Sekretaris BPD. 

(3) Bidang-bldang sehaga1mana dlmaksud peda ayat (1) huruf b 
disesuaikan dengan Jumlah anggota dan kebutuhan desa. 

lO 

(4) Panitia-panitla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdiridarf PanitioAnggaran dan/atau Panitia Khusus. 

(5} Pembentukan Panilia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat ins,dental. 

Pasal 17 

(1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 
d1pilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat 
BPDyang diadakan secara khusus. 

(2) Ra pat Pemilihan Pimplnan BPD untukpertama kalidiplmpin oleh 
ang9ota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. 

BABX 
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BPD 

Bagian Kesatu 
Pemberhentian Semerrtara 

Pasal 18 

(1) Pimplnan oan Anggota BPD diberhent11<.an sementara oleh 
Bupati alas laporan Camat, apabila d1kenakan penah:in:in 
karena dlduga melakUkan tindak pidana kejahatan dan atau 
tindak pidana yang berhubungandenganjabatannya. 

(2) Pemberhent,an sementara sebagaimana dtmaksud pada 
ayat (1 ), terhitung sejak tanggal penahanan don berakhir setelah 
yang bersangkutan lidaklagi menjalaniproses penahanar.. 

Pasal19 

Pimplnan dan Anggota BP□ diberhentlkan sementara oleh Bupatl 
atas lapora.n Camat, apab1la drnyatakan melakukan tl~k pidana 
ya~g diancam dengan pldana penjara paJ1ng slngkat 5 (lima) tahun 
berdasarkan keputusan pengadllan yang belum memperoleh 
kekuatan hukumtetap. 
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Pasal 20 

Plmpinan dan Anggofa BPD dibert,entikan sementara oleh Bupatl 
atas laporan Camat karena berstatus sebagal tersangka melal<ukan 
tindak pidana korupsi, tinclak pidana terorisme, makar dan atau 
tindak pldana terhadap keamanan negara 

Pasal 21 

(1) Pimpinan dan Anggota BPD yang diberhentikan sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, setelah 
melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah 
bl;!rdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tatap, paling lama 30 (tiga puluh) han sejak 
ditetapkannya putusan pengadilan, Bupati harus merehabirrtasi 
dan/atau mengaktifkan kembali Pimpinan dan Anggota BPO 
yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan. 

(2) Apabi!a Pirnpinan dan Anggota BPD yang diberhentikan 
sementara sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) telah berakhlr 
masa jabatannya. Bupetl hanya merehabililasi PilTl]inan dan 
Anggota BPD yang bersangkutan. 

Bagian Kedua 
Pemberhontian BPD 

Pasal 22 

(1) Pimpinan dan Anggota BPD berhenti karena ; 
a. meninggal dunia ; 
b. permintaan sendiri , 
c diberhentikan. 

(2) Pimpinan dan Anggota BPD diberhenttkan sebagaimana 
dlmaksoopadaayat(1) hurufckarena : 
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a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pimpinan dan 
Anggota BPD yang baru; 

b Udale lagl memenuhl persyaratan sebagai Pimplnan dan 
Anggota BPD; 

c. dinyatakan melanggarsumpahljanjijabatan. 
d tidalc melaksanalcan kewajlban sebagal Pimplnan dan 

AnggotaBPD; 
e melanggarlarangan bagi Pimpfnan danAnggota BPO; 
f. menjadi Calon Kepala Desa dan Perangka1 Desa. 

Pasal 23 

(1) Usul pemberhentian Plmplnan dan/atau Anggota BPD }'ang 
telah memenuhl ketentuan sebagaimana dimaksud pada Passi 
22 ayat(1) huruf a, hurufb dan ayat (2) diusulkan oleh Pimplnan 
BPD kepada Bupali melalui Ca mat. 

(2) Usul pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD apabila 
secara bersama-sama memenuhi ketentuan sabagaimana 
dimaksud pad a Pasal 22 ayat ( 1) huruf a, huruf b dan ayat (2), 
diusulkan oleh Cametkepada Bupati. 

Pasal 24 

Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberhentikan oleh Bupatl atas 
laporan Camat apabila dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan 
putusan pengadllan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
karana: 
a. melakukan tindak pidana kejahatan dan atau tindak pidana 

yang berhubungandenganjabatannya; 
b. melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana penjara 

paling singka15 (lima) tahun, 
c. melakUkan tindak pldana korupsi, tindak pidana terorlsme, 

makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan ne-;iara 
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Passi 25 

Pengesahan pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24 dltetapkan 
dengan Keputusan BupaU 

BABXI 
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD 

Pasal 26 

(1) Anggota BPD yang berhenti arau dibementlkan sebelum masa 
keanggotaannya berakhir dladakan penggantian anggota BPO 
antar waktu paling lama 30 (tlga puluh) hari sejak berhenti atau 
diberhentikan. 

(2) Masa keanggotaan bagi anggota BPD pengganti adelah sisa 
waklu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti 
atau diberhenlikan 

(3) Penggantian anggota BPD sebagainana terse but pada ayat ( 1) 
dllai<ukan dengan cara musyawarah sesuai ketentuan dalam 
Pasal 6 dari calon yang pernah dlajukan berdasarl<.an 
keterwakilan wllayah. 

(4) Apabila calon pengganti anggcta BPD sebagaimana tersebut 
pada ayat (3) mengundurkan din atau men1nggal dunia, 
d1ajukan calon pengganti yang pemah diaiukan urutan 
berikutnya. 

(5) Penggantian anggota BPD antlr waktu tidok diiaksanakan 
apablla sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 
3 (tiga) bulan mas a jabatan anggota BPO. 

(6) Selambat-lambatnya dalam waktu 15 (llma be las) hari setelah 
anggota BPD berhenti, anggota BPD penQganti antar waktu 
diusulkan orah plmplnan BP□ kepada Bupat.J melalui Camat 
untuk mendapat peng~han dan d~antik oleh Camel etas 
nama Bupati. 

14 

BABXII 
PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KER.IA 

Pasal 27 

(1) BPD mengadakan rapat atas prak.arsa sandiri atau ;tas 
permintaan Kepala Oesa secara berkala sekurang-kurangnya 3 
(tiga) kali dalam setahun. 

(2) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Pimpinan 
BPD. 

(3) Rapat-rapat BPD sebagaimana dimaksud pads ayal (1) 
dinyatakan sah apablla dihadiri Qleh selmr.ing-kurangnya ½ 
(satu per dua) dan Jumlah anggota BPD dan keputusan 
ditetapkan berdesarkan suara terberiyak. 

(4) Dalam hal ter1entu Rapat BPD dlnyatakan sah apabiJa dlhadiri 
oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota 
BPD, clan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang­
kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) darl jumlah 
anggota yang hadlr. 

(6) Hasil rapat BPD d1tetapkan dengan Keputusan BPD da_n 
dilengkapi dengan notulen rapet yang dibuat oleh Sekretaris 
BPO. 

(6) Pelaksanaan lcetentuan seoagalmana padaayat (3)dan aya1 (4) 
ditetapkandengan Peraturan Tata Tertib BPD. 

(7) Tata Tertib BPD sebagaimana dlmaksud pada ayat (6) 
berpedoman pada Peraturan Bupatl. 

Pasal 28 

(1) Rapat-<apat BPD bersrtat terbUl<a untuk umum, kecuall yang 
dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BP□ atau 
l!taskesepakatan Pimpinan BPO. 

(2) Rapat tert>uka sebagalmana dimaksud padaayat(1) meDpll1i 
a. pembentukan Panttia Pemifihan Kepala Desa; 
b. usul pengangkatan Kepala Dess dan Pengangkatan 

Parangkat Oesa; 
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c. pemllihan ketua/Wakil Ketua Badan Permusyawaratan 
Oesa; 

d. menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan 
Anggaran BPD; 

e. penetapan Peraruran Desa; 
t. pembentukan Sadan Usaha Mllik Oesa; 
g. persetujuan penyeleseian perkara perdatasecara damai; 
h. kebljakantata ruang, 
i. hal-hal lain yang berslfat membebani, membatasi hak, 

memuatlarangan dan kewajlban kapada masyarakal 

BAB XIII 
TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN 
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT 

Pasal29 

BPD melaksanakan fungsl sebagaimana dimaksud Pasal 10, 
melalui: 
a. rapat dan/atau musyawarah yang dlselenggarakan oleh BPD 

untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat balk seca ra lisan/tertulls menge n ai 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang dihadirlolah Katua 
RTIRW, tokOh masyaral<atdan iembaga kemasyarakatan; 

b. pertemuan-pertemuan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 
c. pengaduan atau laporan dari masyarakat bailc llsan maupun 

tertulis. 
d informasi lainnya. 

BAB XIV 
HUBUNGA N KERJA 

Pasal30 

(1) Hubungan keija anlara BPD dengan Pemerintah Desa adalah 
sejajar dan menjadl mitra dalam penyelenggaraan 
Pemerlntahan Desa. 
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(2) Hubungan kerja antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan 
Desa adalah kemitraan, konsultatifdan koordinatif. 

BAB XV 
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

Pasal31 

(1) Pimpinan danAnggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan 
kemampuan keuangan Desa. 

(2) Tunjangan Plmplnan danAnggota BPO sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanje Oesa. 

Pasal 32 

(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesual 
dengan kemampuan keuangan Oesa yang dikelola oleh 
Sekrel:aris BPD. 

(2) Blaya sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) dltetapkan setlap 
tahun dalamAnggaran Pendapatandan Belanja Desa. 

BAB XVI 
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHAOAP ANGGOTA BPD 

Pasal 33 

(1) Tindakan penyidlkan terl1adap Plmpinan dan anggota BPD 
dllaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati 

(2) Hal-hal yang dikecualil<an dari ketentuan sebagaimana 
dlmaksuddalameyet(1) edaleh : 
a. tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan; 
b dltuduh telah melakukan tlndak pldana kejahatan yang 

dlancam dengan pldana mati, 
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2), 

dlberitehukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati 
paling lama 3 (tiga) hari. 
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(4) Salama anggota BPD menjalani prose$ penyidikan, penuntulan. 
pemeriksaan di Pengadilan, yang bersangkutan tetap menenma 
hak-hak keuangan dan admfnistraSi sampal dengan adanya 
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

BABXVJI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Paaal3-4 

(1) Baclan Peiwakitan Desa dan Sekretaris Badan Perwakllan Desa 
yang ad.I sebelum ber1akunya Peraturan Daerah ini tetap 
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya 
keanggotaan BPD berdasarkan Peraturan Dae rah Inf 

(2) PaLing lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah 
lni. semua Desa harus sudah membentuk BPD berdasarl(an 
Peraturan Daerah lni. 

Pasal35 

(1) Sekreleris Badan Peiwakilan Desa yang diangkat dart 
Perangkat Oesa dlberhentikan dan dikembalikan statusnya 
sebagal PerangkatDesa. 

(2) Sekretaris Sadan Perwakllan Desa yang dlangkat bukan dari 
Perangkat Desa diberhentikan dengan hormat dan dapat diberi 
penghargaan/pesangon sesuai dengan kemampuan l<euangan 
desa. 

(3) Jabatan perangkat desa yang berasal dari Sekretar1s Badan 
Perwakllan sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) d11etapkan 
oleh Kepala Desa dengen melihat kemampuan yang 
bersangkulandan kebutuhan desa. 
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BAB XVIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal36 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai ber1aku, maka Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor6Seri 
D), sebagaimana telal'I dlubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kebupaten Banyumas Tahun 2004 
Nam or 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak bertaku lagi 

Pasal 37 

Pera tu ran Daerah inl mu lai berlaku pad a tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapal mengetahuinya, memerlntahkan 
pengundangan Peraturan Daerah inf dengan penempatannya 
dalam LelT'baran Oaerah Kabupaten Banyumas. 

Oitetapkan di Purwokerto 
Padatanggel 29 Desember2006 

Diundangkan di Purwokerto 
Pada langgal29 Desember2006 

BUPATI BANYUMAS 
ttd. 

ARIS SETIONO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
ttd. 

SINGGIH WIRANTO SH M. Hum. 
NIP. 500 086 384 

LEM BARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERIE 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 13 TAHUN 2006 

TEHTANG 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

I. UMUM 

Dengan dfterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dlubah dengan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pene1apan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah menjadi Undang­
undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 
tentang Desa. maka Peraturan Pemerlntah Nomor 76 Tahun 
2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Oesa dan 
Peraturan Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2000 
tentang Sadan Perwakllan Oesa sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Oaerah Kabupaten Banyumas NomClf 1 
Tahun 2003 harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 
8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 
32Tahun2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 2005 
tentang Dasa. Dala.m Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa prinsip dasar 
sebagai fandasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah 
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasl dan 
pemberdayaan masyarakal 

Bahwa untuk memperl<uat penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan di Oesa harus mengakomodasi aspirasi 
masyarakal, maka Desa harus ada Sadan Permusyawaratan 

1.0 

Oesa sebagal perwujudan demokrasi yang berl<eduduklln 
sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan 
berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Oesa, 
menampung dan menyalu11<an asplrasi masyarakat. 

Sadan Pem1usyawaratan Desa agar dapat melaksanakan 
fungei, wewenang, hak dan kedudukannya sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa dan berfungsl menetapkan 
Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat, maka Peraturan Daerah inl 
perlu mengatur tentang Kedudukan dan Masa Keanggotaan 
SPD: PersyaratanAnggota BPD; Mekanisme Pembentukan dan 
Penetapan Anggota BPO; Peresmian dan Pelantlkan An~gota 
BPD; Fungsi, Vl/ewenang dan Hak BPD: Hak dan KewaJ1ban; 
LaranganAnggota SPD; Alai Kelengkapan BPD: Pemberhemlan 
BPD; Penggantian Anggota BPD; Tatacara Menggali, 
Menampung dan Menyalurkan Aspiras1 Masyarakat; Hubungan 
Kerja; Keuangan dan Admlnlstratlf serta Tindakan Penvidlkan 
BaglAnggota BPO. 

II. PASALOEMI PASAL 

Pasal 1 
CuKup Jetas. 

Pasal2 
CukupJelas. 

Pasal 3 
Ayat(1) 

Cukup Jelas. 
Ayat{2) 

Pemangku adat hanva diberlakukan bagi c!esa yang 
masih mengakui adanya pemangku adat. 

Pasal4 
Cukup Jetas. 
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Pasal 5 
Hurufa 

Cukup jelas. 
Hurufb 

Yang dimaksud dengan setia dan taat kepada 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah 
tldak pernah metakukan lindakan atau mengajukan 
pernyataan yang bertentangan dengan cita-cita 
Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang 
dlrumuskandalam Undang-undang Dasar 1945. 

Hurufc 
Cukup jelas. 

Hurufd 
Yang dimaksud den~an "penduduk desa setempat• 
adalah penduduk yang memililti Kartu randa 
Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki 
tanda buk11 yang sah sebagai penduduk desa yang 
bersangkutan. 

Hurufe 
Dlbuktlkan dengan Surat Pernyataan oleh calon 
anggota BPD di atas kertas segel atau bermaterai 
cukup. 

Pasal6 
Cukupjelas. 

Pasal7 
Cukup jelas. 

Pasal8 
Ayat(1) 

Pada waktu mengucapkan sumpahljanji, lazimnya 
dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama 
masing-masing, yakni : 
a diawali dengan ucapan ' Demi Allah" untuk 

penganutagama Islam 
b. diakhiri ucapan "Semoga Tuhan menolong saya· 

untuk penganut agama Kristen Protestant Katolik. 

22 

c. diawali dengan ucapan 'Om atah parawi~a• 
untukagama Hindu. 

d. diawall dengan ucapan "Demi sang Hyang Adi 
Budha" untuk penganutagama Bud ha. 

Ayat(2) 
Cukup jelas. 

Pasal9 
Culwp.Jelas. 

Pasal 10 
CukupJelas. 

Pasal11 
CukupJelas. 

Pasal t2 
Cukup.Jelas. 

Pasal13 
CukupJelas. 

Pasal14 
Hurufas/dd 

Cukup jelas. 
Hurufe .. 

Yang dimaksud dengan ·memproses pem11lhan 
Kepala Desa' adalah membentuk pamt1a 
pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang 
bemak d1p1lih. menetapkan caton Kepala Desa 
terpilih dan mengusulkan calon Kepala Des~ 
terpilih kepada Bupati untuk disahkan menJad1 
KepalaDesa 

Pasal15 

Huruffs/dh 
Cukup jelas. 

Cul<up Jelas. 
Pasal16 

Ayat(1) 
Hurufa 

Pim pi nan BPD merangkap sebagai anggota BPD. 
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Hurufb 
Yang dimaksud Bidang-bidang, sekurang­
kurangnya ten:liri dari Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan. 

Hurufc 
Cukupjelas. 

Ayat (2) s/d (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup Jelas. 

Pasal18 
Cukup Jelas. 

Pasal 19 
CukupJelas. 

Pasal20 
Cukup Jelas. 

Pasal21 
Cukup Jelas. 

Pasal22 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat(2) 

Hurufa s/db 
Cukup jelas. 

Hurufc 
Pernyataan melanggar sumpah(janji jabatan 
ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan. 

Hurufds/df 
Cukup jelas. 

Pasal23 
Cukup jelas. 

Pasal24 
Cukupjelas. 

Pasal25 
CukUp jelas. 
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Pasal26 
Cukupjelas. 

Pasal 27 
Ayat(1) std (3) 

Cukup jelas. 
Ayat(4) 

Yang dimaksud dengan 'hal tertentu• adalah rapat BPO 
yang aka.n membahas dan memutuskan kebijakan yang 
bersifat prinsip dan strategls bagi kepentingan 
masyarakat desa sepertl usul pemberhentlan Kepala 
Desa dan melakukan pinjaman. 

Ayat(S) s/d (7) 
Cukup jelas. 

Pasal28 
CukupJelas. 

Pasal29 
Cukup Jelas. 

Pasal 30 
Ayat(1) 

Yang dimaksud dengan BPO ber1cedudukan seJaJar 
dengan Pemerintah Desa adalah kedudukan BPD tidal< 
leblh tinggl dan bukan merupakan bagian dari 
Pemerintah Desa. 
Yang dlmaksud dengan BPD sebagai mlra Pemerintah 
Desa adalah dalam melaksanakan tugasnya, BPD dan 
Pemerintah Desa wajib saling menghom1ati, bantu 
membantu. saling mengisi guna tercapainya 
penyelenggaraan Pemerinlahan Desa yang efisien dan 
efektif serta tercapainya kemakmuran desa. 

Ayat(2} 
Cukup jelas. 

Pasal31 
Cukup jelas. 

Pasal32 
Cukup jelas. 
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Pasal33 
Ayat(1) s/d (2) 

Cukup jelas. 
Ayat(3) 

Pemberilahuan secara tertulis dapat didahultJl dengan 
pemberitahuan llsan melalui alatkomunlkasi. 

Ayat(4) 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
CukupJelas. 

Pasal35 
Cukup Jelas. 

Pasal36 
Cukup Jelas. 

Pasal37 
Cukup Jelas. 


